
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 44 TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian 

Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga 

Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), perlu melakukan penambahan kode 

rekening dan kode akun untuk mengakomodir 

pemberian insentif dan santunan dimaksud; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa 

Timur; 

        

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan 

Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Jawa Timur; 

 

MEMUTUSKAN ...  
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 

2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran V 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut: 

a. Lampiran II Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas 

Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, setelah 

kode rekening rincian obyek 5 2 2 03 30 Biaya Transaksi 

Jasa Keuangan ditambahkan 2 (dua) kode rekening 

rincian obyek sebagai berikut: 

1. 5 2 2 03 31 Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang 

Menangani COVID-19 dengan keterangan digunakan 

untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang 

menangani COVID-19; dan 

2. 5 2 2 03 32 Santunan Kematian bagi Tenaga 

Kesehatan yang Menangani COVID-19 dengan 

keterangan digunakan untuk pemberian santunan 

kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal 

dalam memberikan pelayanan kesehatan 

dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. 

b. Lampiran V Bagan Akun Standar, setelah kode akun                  

5 1 2 03 30 Biaya Transaksi Jasa Keuangan 

ditambahkan 2 (dua) kode akun sebagai berikut: 

1. 5 1 2 03 31 Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang 

Menangani COVID-19 dengan keterangan digunakan 

untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang 

menangani COVID-19; dan 

2. 5 1 2 03 32 Santunan Kematian bagi Tenaga 

Kesehatan yang Menangani COVID-19 dengan 

keterangan digunakan untuk pemberian santunan 

kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal 

dalam memberikan pelayanan kesehatan 

dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. 

 
 

Pasal II … 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

 

  

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   24 Juli 2020 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd. 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  24 Juli 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

ttd. 

 

Dr. Ir. HERU TJAHJONO 

Pembina Utama 

NIP. 19610306 198903 1 010 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 44 SERI E 

 

 


